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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (5)
dan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kerja
sama perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 48,
Pasal 79 ayat (1), dan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 142);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet

Indonesia Bersatu |l sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P
Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan
tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak
lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi,
politeknik, akademi, atau akademi komunitas.

Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang
melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk
mencapai tujuan mencari laba.

Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan,
dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan
tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan
keagamaan yang bersifat nirlaba.
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5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendidikan.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Pemimpin perguruan tinggi adalah rektor untuk universitas/institut,
ketua untuk sekolah tinggi, dan direktur untuk
politeknik/akademi/akademi komunitas.

Pasal 2

Kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi,
produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Pasal 3
Kerja sama perguruan tinggi dilaksanakan dengan prinsip:
mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
menghargai kesetaraan mutu;
saling menghormati;
menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
berkelanjutan; dan

"o a0 o

mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah,
nasional, dan/atau internasional.

Pasal 4

(1) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama bidang akademik
dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia
usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
bidang:

a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
program kembaran;
pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;

o oo

penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi
yang membutuhkan pembinaan;

pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
pemagangan,;

> Q ™o

penerbitan berkala ilmiah;
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I.  penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
j.  bentuk lain yang dianggap perlu.

(3) Kerja sama bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 di bidang:

a. pendayagunaan aset;
b. penggalangan dana;
c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
d. bentuk lain yang dianggap perlu.
Pasal 5

Kerja sama bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan
perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri
maupun luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang
diselenggarakan dengan pola:

a. pembimbing - dibimbing; dan/atau
b. kolaborasi.
Pasal 6

Kerja sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi didasarkan pada
rencana strategis dan statuta masing-masing perguruan tinggi.

BAB Il
BIDANG KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Kerja Sama Bidang Akademik
Paragraf 1
Antarperguruan Tinggi
Pasal 7
Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi :
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
penjaminan mutu internal,
program kembaran;
gelar bersama;
gelar ganda;

" e a0 T

pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain
yang sejenis;
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g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang
membutuhkan pembinaan;

h. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
I. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
J.  pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;

k. penerbitan berkala ilmiah;

. pemagangan;

m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
n. lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

(1) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi di bidang
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan
kerja sama dalam bidang kurikulum, pembelajaran, dan/atau
evaluasi pendidikan.

(2) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi di bidang
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan
kerja sama dalam bidang penelitian dasar, penelitian terapan,
penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.

(3) Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi di bidang
pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a merupakan kerja sama dalam pemanfaatan hasil penelitian
bagi kemaslahatan masyarakat.

Pasal 9

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi penjaminan mutu
internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan kerja
sama yang dilaksanakan dengan cara:

a. berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal;

b. saling melakukan audit mutu; atau

c. saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.
Pasal 10

Kerja sama bidang akademik antarperguruan tinggi program kembaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢ merupakan kerja sama
penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau
lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di
kedua atau lebih perguruan tinggi tersebut.
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